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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi
1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

b : @ z : ) f : )
t = § o q S
ts : = sy o k : <
J z sh ua / dJ
h z dh 5 U= m : B
kh : ¢ th : L n . O
d : 3 dhz L h : A
dz : 3 ‘ : i w : P
r J g d y ¢

Hamzah ('« ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda ( ¢)

2. Vokal dan Diftong
a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai
berikut :

pendek panjang



fathah a a

kasrah i I

dhummah u i

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya bayn( o= ) dan gawl ( Js8).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang al- (alif lam ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan
huruf besar (Al-), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....
Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. Ta’ marbuthah( 3 ) ditransliterasi dengan t, tetapi jika t@’ marbuthah
terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “h”.
contohnya : Al- risalat al-mudarrisah

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum
menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang
sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah
sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara
transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan
sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara

utuh, misalnya :



Fiy Dzilal al-Qur’an;
Al-Sunnah qabl al-tadwin;
Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh la bi khushiish al-sabab
7. Lafzh al-jalalah ( 4 ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudhdaf ilayh (frasa nominal)
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : dinullah, billah
Adapun t@’ marbuthah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya :hum fiy rahmatillah
B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = Subhanah wa ta’ala

2. Saw. = Shalla Allah ‘alayhi wa sallam
3. Ra = Radhy Allah anh

4. H. = Hijriah

5 M. = Masehi

6. HR... = Hadits Riwayat

7. w. = wafat

8. QS.(...):5 = Quran, Surah..., ayat 5.
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ABSTRAK

Nama : Siti Jumiati Salatin

Nim : 160102003

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian

Warisan (Studi Di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara
Kabupaten Maluku Tengah)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan hukum Islam
terhadap praktek pembagian warisan (Studi Di Desa Malaku Kecamatan Seram
Utara Kabupaten Maluku Tengah), dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana
praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di Desa Malaku serta
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang
dilaksanakan oleh masyarakat Desa Malaku.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial. Metode penelitian yang
digunakan dalam skripsi ini terdiri dari penelitian lapangan (Field research) dan
didukung oleh penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian lapangan
yaitu peneliti secara langsung terjun di lapangan sebagai instrumen pengumpulan
data. Sedangkan penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan
mengutip beberapa sumber dan beberapa teori-teori para ahli serta buku-buku
yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Penelitian ini menemukan pembagian warisan dalam masyarakat Malaku
sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat, dengan
mengutamakan dan mengedepankan asas kesetaraan dan pemerataan dalam
perolehan harta warisan dengan cara musyawarah mufakat namun tetap
memberikan privilege kepada. setiap. anak .bungsu. Menurut kebiasaan sebagian
masyarakat di Malaku, sebelum pemilik harta meninggal, ia akan melakukan
musyawarah dengan seluruh calon ahli waris untuk menetapkan bagian harta
masing-masing calon ahli waris secara merata tanpa membedakan perempuan
ataupun laki-laki. Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya
diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain
secara bathil atau tidak benar. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan
tengah untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat
dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu fard “id hal ini disebut
dengan tasaluh. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan :
“Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta
warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam
aturan muamalah duniawiyah. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan
tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan
Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur
tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Figih mawaris adalah figih yang mempelajari tentang siapa-siapa orang
yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang
tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya.*

Hukum kewarisan adalah ‘hukum yang mengatur pemindahan hak
kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menenentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris.? Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa
orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan
cara-cara pembagiannya.’

Perspektif Islam, bekerja merupakan realitas fundametal sebagai homo
faber. Hal ini dimaksudkan agar manusia di dalam mencari harta benda melalui

jalan yang baik dan tidak memakan harta benda semua manusia dengan jalan yang

! Ahmad Rofig, Figh Mawaris, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, h. 4

2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171

® Hasb Ash-Shiddieqy, Figih Mawaris, (Yogyakarta: Mudah), h. 8

* Mangunwijaya, Spiritualisme Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat, (Yogyakarta: Dian
Interfidie, 194), h. 3



baik.> Sementara itu Allah SWT juga menganugerahkan sumber daya alam
kepada manusia sebagai penunjang kesejahteraan.®

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta
benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan
dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang
yang menjadi ahli waris (waarits) akan mengurus dan menyelesaikan sampai
pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan,
perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang dan
menyelesaikan wasiat pewaris.” Bagaimana harta peninggalannya harus
diberlakuan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya.
Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.?

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum
Islam, ayat al-Qur’an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci,
setiap orang pasti akan mengalaminya. Ole sebab itu, kewarisan juga merupakan
salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini
dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam
pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal
dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak

perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat :

.

Wwbdﬁ;m r_c;,.uf;gi& 1S

® Al-Bagarah (2) : 188

® Darwan Raharjo, Etika Ekonomi Politik (Elemen-Elemen Strategis Pembangunan
Masyarakat Islam), (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 31

" Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: Pustaka
Baru Press

8 Azhar Basyir, Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UIl Pres Yogyakarta, 2001), h. 03



Terjemahnya:
Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bahagian dua orang anak perempuan. (QS, An-Nisa : 11)°
Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas
kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah karena hubungan
keluarga (nasab), karena hubungan perkawinan yang sah (mushaharah), karena
hubungan wala dan karena hubungan agama. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang
ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat
dengan si mayit dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing.*°
Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok,
yaitu: ahli waris sababiyya dan ahli waris nasabiyah.

1. Ahli waris sababiyah lalah orang yang berhak mendapat bagian harta
warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan sehingga
antara suami dan isteri mempunyai hubungan saling mewarisi.

2. Ahli waris nasabiyah ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan
karena ada hubungan nasab . (hubungan darah/keturunan). Ahli waris
nasabiyah ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : furu™ al-mayyit, usul
al-mayyit, dan al-hawasyi.™
Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum

kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan

bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

° An-Nisa (4) : 11

19 Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris
Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI, (Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003), h. 39

1 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan Suatu Suatu Analisis Komparatif Pemikiran
Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarat: RajaGrafindo Persada, 2014, h. 99



Akan tetapi dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, di mana hukum
Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat
setempat, termasuk Indonesia.

Hal itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas
kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya tersendiri yang akhirnya
menegaskan peranan hukum tersebut.*? Ketika hukum Islam hendak menanamkan
nilainya untuk mengatur tata tertib masyarakat, ketika itulah mereka berhadapan
dengan hukum itu.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat
disebut hukum adat. Hukum adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang
menganutnya termasuk di dalamnya masalah warisan. Hukum ini kemudian
disebut dengan hukum kewarisan adat.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat
garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta
warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan
penguasaan dan kepemelikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga
dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada
keturunannya.*®

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis

keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja

12 Alvin, Jhonson, Sosiologi of Law, Terjemahan Rinaldi Simamora, (Jakarta: PT Rineka
Putera, 206), h. 83

'3 Hilman, Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h.
7



bersifat patrilineal ataupun bilateral.** Prinsip-prinsip garis keturunan terutama
berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan
yang diwariskan ke ahli waris.

Masyarakat Desa Malaku merupakan salah satu dari masyarakat Islam
yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta
seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan,
masih menggunakan hukum kebiasaan. Tradisi pembagian harta warisan dengan
cara kebiasaan sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-
temurun hingga pada saat ini.

Pembagian waris di Desa Malaku pada praktiknya membagi warisan
masih mengutamakan ahli waris bungsu, di mana ahli waris bungsu mendapat
bagian yang paling besar dari pada ahli waris yang lain, tak memandang
perempuan atau laki-laki, dan kemudian juga salah satu yang diperhatikan pada
saat pembagian harta warisan adalah saudara tunggal perempuan atau laki-laki,
jika ia sendiri perempuan atau sebaliknya laki-laki maka ia pun mendapatkan
bagian yang cukup besar dibandingkan ahli waris yang lain-nya. Tata cara serta
kebiasaan pembagian seperti ini berpotensi menimbulkan rasa tak adil bagi
sebagian pihak keluarga ahli waris, sehingga walaupun mereka tidak melakukan
upaya hukum tetapi secara tidak sadar dapat mengakibatkan hubungan antar ahli
waris menjadi tidak harmonis.*

Begitu urgenya kewarisan, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan

merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan

1 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 259
1> Observasi Awal Dengan Bapak Djainudin Salatin, Malaku, 28 Desember 2019



seringkali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Melihat permasalahan
dan realita di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena
pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Malaku.
B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di Desa
Malaku ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris

yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Malaku ?
C. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, dan untuk tidak
terjadi kesalahpahaman terhadap arah serta sasaran yang hendak dicapai perlu
dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam pengertian judul, yaitu:

Tinjauan merupakan hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah
menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) perbuatan meninjau

Hukum Islam adalah : peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam
yang bersumber pada wahyu Allah SWT, dan semua yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad Saw, yang diartikan sebagai peraturan lahir dan batin dengan tujuan
untuk menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia
dengan makhluk lainnya.*®

Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, sesuatu yang diwariskan

seperti harta, nama baik, harta pusaka

®Moh. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h.12



Berdasarkan rangkaian beberapa defenisi di atas maka yang dimaksud
dengan tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan di Desa
Malaku adalah suatu analisa hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Secara umum masalah kewarisan telah banyak dilakukan penelitian,
karena masalah kewarisan merupakan pembahasan yang menarik ditambah
dengan keadaan masyarakat ditambah Indonesia yang plural. Di mana hidup
berbagai ragam etnis, budaya dan agama serta mempunyai adat kewarisan yang
beraneka ragam pula, baik diteliti secara literatur maupun lapangan.

Terdapat beberapa skripsi yang mengangkat tentang warisan adat guna
menghindari plagiasi. Salah satunya adalah skripsi Umi Maftuhah yang berjudul
“tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pelaksanaan pembgian harta warisan
dalam hukum adat dan pemanfaatanya untuk keluarga”.'” Skripsi ini menyebutkan
bahwa pembagian harta warisan setelah seratus hari meninggalnya pewaris
diperbolehkan, karena adanya anggapan masyarakat adat di Kecamatan Kembaran
yang menganggap tabuh jika harta warisan dibagikan sebelum seratus hari si
pewaris meninggal dunia. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis
tulis ialah berkenaan dengan tujuan dan permasalahan yang akan dibahas, karena
penyusun akan memfokuskan pembahasan skripsi ini tentang praktik dan tinjauan

hukum Islam tentang pembagian warisan di Desa Malaku.

Y Umi Maftuhah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Harta Warisan Dalam
Hukum Adat Dan Pemanfaatanya Untuk Keluarga, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Keluarga, (2001)



Skripsi Juhadi yang berjudul: “Penyelesaian harta warisan masyarakat
Indramayu ditinjau menurut hukum Islam”.*® Juhadi menjelaskan praktik
penyelesaian harta waris masyarakat Indramayu yang ada mulanya sebagian
dilakukan pada Ulama’ atau Kyai yang dengan perkembangannya dengan
meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka
cenderung memilih menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Letak perbedaan
dengan skripsi penyusun adalah jika skripsi Juhadi menitikberatkan pada
penyelesaian kewarisan yang dilakukan oleh Kyai yang kemudian bergeser proses
penyelesaian di Pengadilan Agama.

Skripsi Abdul Halim yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
pelaksanaan pembagian harta warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah
Kabupaten Kamper Pasir Pengarayan”.'® Abdul Halim memaparkan skripsinya
tentang praktik pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Pengarayan.
Abdul Halim menulis bahwa harta warisan yang lebih dominan secara jumlah
dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dari pada anak laki-laki, terkait
rumah dan segala isinya dengan alasan anak yang paling kecil menjadi
penanggung jawab terhadap kakaknya.

Nurman Syarif, yang berjudul “hibah orang tua sebagai warisan (Studi
Pasal 211 KHI)” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, hibah hanya terjadi semata-
mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang

hanya terjadi setelah adanya peristiwa kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu

18 Juhadi, Penyelesaian harta warisan masyarakat Indramayu ditinjau menurut hukum
Islam, Skripsi Fakultas Syariah (Yoyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997)

19 Abdul Halim, Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan
Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kamper Pasir Pengarayan, Skripsi pada Fakultas
Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusaan PA, 1999.



juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut Mazhab Jumhur
boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya balasan
tertentu, adanya ketentuan seperti ini sekaligus membedakan antara hibah dan
wasiat, dimana wasiat dibatasi hanya boleh maksimal sepertiga dari semua harta.
Letak perbedaan dengan skripsi penulis adalah pokok permasalahan yakni Syarif
fokus pada tinjauan KHI pasal 211.
Beberapa literatur di atas berbeda dengan penelitian yang penulis angkat
yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan (studi di
Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah), Dengan
demikian bahwa penulisan ini belum ada yang membahasnya secara spesifik.
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui praktek pembagian warisan di Desa Malaku
Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah
b. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap
pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara
Kabupaten Maluku Tengah.
2. Manfaat Penelitian
Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
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1) Sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Hukum
Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

2) Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar bagi
pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, serta menambah wawasan
dan pengetahuan teoritis mengenai pandangan hukum Islam terhadap
praktek pembagian warisan serta tambahan informasi yang bermanfaat dan
referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun sebuah penelitian yang
akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan
keilmuan tentang wacana yang berkembang dalam tinjauan hukum Islam terhadap
pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku
Tengah.

F. Sistematika Pembahasan
Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab dan di

dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan beberapa
hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional,
tinjauan pustaka, metode penulisan, tujuan penulisan dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis akan menguraikan tentang tinjauan teoritis
pembagian harta warisan dengan sub pembahasan yang terdiri dari: pengertian

waris, syarat-syarat pewarisan, jenis-jenis ahli waris, sistem kekerabatan, hukum
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waris adat, sifat hukum waris adat, istilah-istilah dalam hukum waris adat,
pancasila dan azas hukum waris dan sistem pewarisan dalam hukum waris ada.

Pada bab ketiga penulis akan menguraikan tentang metode penulisan,
dengan sub pembahasan terdiri dari: tipe penelitian, metode pendekatan, waktu
dan lokasi penelitian, jenis data, fokus penelitian, instrumen penelitian, teknik
pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan bab yang menjabarkan tentang pokok
permasalahan yang berisikan tentang hasil analisis penulis terhadap tinjauan
hukum Islam terhadap pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram
Utara Kabupaten Maluku Tengah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan

penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk perbaikan selanjutnya.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.*® Penelitian kualitatif
adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, terhadap praktek pembagian
warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
B. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan
dengan memakai pendekatan syar’i.
C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan® selama satu (1) bulan di Desa Malaku
Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi
lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian

kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur

% exi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2014), h. 6.
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dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan
pandangan-pandangan, doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan pokok
penulisan.®’

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum Islam
terhadap praktek pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara
Kabupaten Maluku Tengah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri.*®
Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil
pengamatan peneliti di lapangan, karenanya peneliti wajib hadir di lapangan
mengingat peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data
secara langsung.

Kehadiran peneliti di lapangan dimaksudkan untuk lebih memahami
makna dan penafsiran terhadap fenomena dan simbol-simbol interaksi di
lapangan. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap
subyek penelitian di lapangan. Hal inilah merupakan alasan mengapa peneliti
harus menjadi instrumen kunci (the key instrument) dalam penelitian kualitatif.

Demikian dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen
dalam hal pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kepada

masyarakat serta para tokoh adat mengenai praktek pembagian warisan di Desa

¥Ibid, h. 135.
%83ugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R d D,
(Cet.X1V; Bandung, 2012), h. 400.
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Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, kemudian ditinjau
dan dianalisis menurut hukum Islam.
G. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, maka
penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik sebagai berikut:
1. Observasi
Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati tentang
praktik pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten
Maluku Tengah.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik untuk mengungkapkan informasi dengan cara
bertanya langsung kepada informan dengan wawancara terbuka mengenai
permasalahan yang sedang diteliti. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai
alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pencari informasi dengan
sumber informasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap 5 orang informan
yang terdiri dari satu (1) orang bapak imam, satu (1) orang mantan Kepala Desa,
satu (1) orang Kepala Desa dan dua (2) orang masyarakat untuk mendapatkan
keterangan dan penjelasan terkait dengan praktek pembagian warisan, wawancara
dapat juga dilakukan dengan salah satu pasangan suami isteri untuk menegtahui
alasan serta tujuan pembagian warisan tersebut.
3. Dokumentasi
Dokumentasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data melalui

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat,
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teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah
penelitian. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk
mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan hukum
Islam terhadap pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara
Kabupaten Maluku Tengah.
H. Teknik Analisis Data

Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengolahnya dengan tiga
metode analisis yaitu:*°

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan
memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang
yang tidak diperlukan. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan
penelitian yang ingin dicapai.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian
data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan
semakin mudah memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan

sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah

mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penelitian

% Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Ul
Press, 1992), h. 15-16.



kembali,

kredibel.
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maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah di atas dapat

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian warisan di masyarakat Malaku sangat bergantung pada sistem
kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Pada dasarnya dalam
masyarakat sangat mengutamakan dan mengedepankan asas kesetaraan
dan pemerataan dalam perolehan harta warisan dengan cara musyawarah
mufakat namun tetap memberikan privilege kepada setiap anak bungsu.
Menurut kebiasaan tersebut sebelum pemilik harta meninggal, ia akan
melakukan musyawarah dengan seluruh calon ahli waris untuk
menetapkan bagian harta masing-masing calon ahli waris secara merata
tanpa membedakan perempuan ataupun laki-laki, dan semua calon ahli
waris tetap akan memperoleh bagian yang setara, jika salah seorang anak
laki-laki mendapatkan 100 pohon kelapa maka seorang anak perempuan
juga akan memperoleh 100 pohon kelapa yang sama.

2. Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil
atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain
secara bathil atau tidak benar. Memakan harta bathil itu dapat dipahami
sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak
merelakannya. Dengan demikian, batas antara memakan harta orang lain

secara benar dan memakan harta orang secara bathil terletak pada kerelaan
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yang punya hak itu, bila yang punya hak merelakannya, maka tindakan
tersebut adalah benar dan terhindar dari memakan hak orang lain secara
bathil. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan tengah untuk
membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan
bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu fard id hal ini disebut
dengan tasaluh. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183
menyebutkan : “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian
dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari
bagiannya”.

Saran

Pembagian harta warisan secara adat, seharusnya tidak membedakan
antara ahli waris laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan yang
dikenal dalam Islam.

Sistem Pembagian harta warisan sebagaimana terpraktekkan di Desa
Malaku seharusnya tidak ditentukan oleh pewaris, melainkan harta
warisan tersebut diserahkan saja kepada ahli waris jika pewaris sudah
meninggal barula para ahli waris bermusyawarah untuk melakukan

pembagian sebagaimana ketentuan al-Qur’an.
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Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Hamid Parihusemahu (Kepala Desa
Malaku)

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak La Aeni (Imam Mesjid Malaku)



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Hasan Ipaenin (Tokoh Masyarakat)












